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PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH 
TANGGA YANG DILAKUKAN ANGGOTA TNI DI LINGKUNGAN 
PENGADILAN MILITER II-10 SEMARANG 
 
ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Untuk mengetahui peradilan 
apa saja yang dapat dikenakan kepada anggota TNI yang melakukan tindak pidana 
kekerasan dalam rumah tangga (KDRT); 2) Untuk mendeskripsikan proses 
penyelesaian tindak pidana KDRT yang dilakukan oleh anggota TNI; 3) Untuk 
mendeskripsikan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana KDRT yang 
dilakukan oleh anggota TNI. Jenis penelitian ini adalah  hukum normatif dengan 
menggunakan teknik analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil analisis 
menunjukkan bahwa: 1) anggota  TNI yang melakukan tindak pidana kekerasan 
dalam rumah tangga (KDRT) digolongkan sebagai pelanggaran disiplin dan 
pelanggaran pidana, maka anggota TNI yang terbukti melakukan tindak pidana 
terutama KDRT dapat dijatuhi sanksi pendisiplinan oleh atasannya yang berhak 
menghukum (Ankum) kemudian bila dalam tindak pidana terbukti unsur 
pidananya selanjutnya diselesaikan melalui Peradilan Militer; 2) Proses 
Penyelesaian Tindak Pidana KDRT yang dilakukan oleh anggota TNI, yaitu: 
tahap penyidikan, tahap penyerahan perkara/penuntutan, tahap pemeriksaan dalam 
persidangan, dan tahap pelaksanaan putusan; 3) Upaya perlindungan korban 
KDRT oleh anggota TNI kita mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah 
Tangga. 
 
Kata Kunci: Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Anggota 
TNI, Peradilan Militer 
 
ABSTRACT 
Target of this research is to know: 1) To know jurisdiction any kind of able to be 
imposed to member of TNI doing injustice hardness in household (KDRT); 2) For 
to description the process of solving to do an injustice of KDRT by member of 
TNI; and 3) For to description of the protection of law to do an injustice victim of 
KDRT by member of TNI. This research type is law of normative by using 
technique analyses data qualitative. Result of analysis indicate that 1) member of 
TNI doing an injustice hardness in household (KDRT) classified as collision of 
discipline, hence member of TNI the can fall the discipline sanction by superior 
master of rightful claimant punish (Ankum) then if in proven doing an injustice of 
the crime element is hereinafter finished to Military Jurisdiction; 2) Process the 
Solving of Injustice of KDRT by member of TNI, that is: investigation phase, 
phase delivery of case / prosecution, inspection phase in conference, and phase 
execution of decision; 3) Effort protection of victim of KDRT by member of TNI 
our relate at Republic of Indonesia Law Number 13 Year 2006 about Protection 
of Witness and Victim, and Law Number 23 Year 2004 about Abolition of 
Hardness In Household. 
 




Tindak pidana saat ini tidak hanya di dalam ruang lingkup pembunuhan, 
pencurian, dan sebagainya, tetapi juga berkembang ke dalam tindak pidana 
kekerasan terhadap perseorangan, baik itu masyarakat sekitar bahkan keluarga 
sendiri sehingga menimbulkan adanya kekerasan di dalam rumah tangga.
1
 Tindak 
kekerasan dapat terjadi di dalam rumah tangga dan dapat menimpa siapa saja.  
Pendidikan yang keras yang diberikan di dalam latihan kemiliterannya dapat 
berpengaruh besar terhadap kehidupan seorang anggota Tentara Nasional 
Indonesia (TNI). Oleh sebab itu tindak pidana KDRT (Kekerasan Dalam Rumah 
Tangga) akan dapat dengan mudah dilakukan oleh anggota TNI.  
Menurut Pasal 1 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan 
Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dengan Kekerasan Dalam 
Rumah Tangga adalah: “Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan 
yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, 
psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk 
melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan 
hukum dalam lingkup rumah tangga“. 
Jumlah kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada 2014 adalah sebesar 
293.220 sebagian besar dari data tersebut diperoleh dari data kasus/perkara yang 
ditangani oleh 359 Pengadilan Agama di tingkat kabupaten/kota yang tersebar di 
30 provinsi di Indonesia, yaitu mencapai 280.710 kasus atau berkisar 96%. 
Sisanya sejumlah 12.510 kasus atau berkisar 4% bersumber dari 191 lembaga-
lembaga mitra.
2
 Sementara di lingkungan anggota TNI, berdasarkan pantauan 
LBH (Lembaga Bantuan Hukum) menyebutkan, selama tahun 2014 telah 
mendampingi 23 kasus KDRT. Dari jumlah 23 kasus tersebut semuanya hanya 
dihukum administratif oleh kesatuannya. Seperti penundaan kenaikan pangkat, 
atau pemecatan. Kasus itu tidak sampai ke meja persidangan, karena terhenti di 
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tingkat penyidikan di kesatuan.
3
 Penyebabnya adalah ada kewenangan atasan 
langsung dalam hal ini disebut ankum untuk melakukan penyidikan serta sahnya 
hukuman disiplin militer untuk kasus-kasus tertentu yang diatur dalam UU No. 25 
tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer.  
Pengadilan militer selama ini dipandang oleh masyarakat sebagai 
pengadilan yang tertutup, sehingga memunculkan prasangka negatif dari 
masyarakat umum bahwa segala aktivitas pelaksanaan hukum terhadap oknum 
prajurit yang bersalah tidak dilakukan dengan seadil - adilnya dan para praktisi 
hukum menilai putusan pengadilan militer dalam menjatuhkan hukuman bagi 
prajurit yang bersalah melakukan tindak pidana tergolong ringan. Dalam segi 
hukum, anggota militer mempunyai kedudukan yang sama dengan anggota 
masyarakat biasa, tapi karena adanya beban kewajiban angkatan bersenjata maka 
diperlukan hukum yang khusus dan pengadilan tersendiri.
4
 
Prajurit TNI atau anggota TNI adalah warga negara Indonesia terpilih yang 
terdidik dan dipersenjatai serta dipersiapkan untuk perang, sehingga dalam 
kehidupannya sehari-hari temperamen prajurit TNI cenderung keras. Karenanya 
ketika ada seorang anggota TNI yang melakukan tindak pidana khususnya 
kekerasan dalam rumah tangga seringkali berakibat fatal terhadap korbannya, 
untuk mencegah hal itu maka ketika kejadian tersebut terjadi maka harus segera 
dilakukan tindakan perlindungan terhadap korban. 
Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk 
melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-
kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya 
ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia. Perlindungan hukum 
merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan 
perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu 
sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:
5
  
(1) Perlindungan Hukum Preventif adalah perlindungan yang diberikan oleh 
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pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal 
ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk 
mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-
batasan dalam melakukan sutu kewajiban. (2) Perlindungan Hukum Represif 
adalah perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi 
seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah 
terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. 
Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah Pertama, Peradilan apa 
sajakah yang dapat dikenakan kepada Anggota TNI yang melakukan Tindak 
Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)? Kedua, Bagaimanakah proses 
penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang 
dilakukan oleh Anggota TNI? Ketiga, Bagaimanakah Perlindungan Hukum bagi 
korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan 
oleh Anggota TNI? 
Tujuan Penelitian ini adalah Pertama, untuk mengetahui peradilan apa saja 
yang dapat dikenakan kepada anggota TNI yang melakukan tindak pidana 
kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kedua, untuk mendeskripsikan proses 
penyelesaian tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang 
dilakukan oleh Anggota TNI. Ketiga, untuk mendeskripsikan bagaimana 
perlindungan hukum bagi korban tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga 
(KDRT) yang dilakukan oleh Anggota TNI. 
Manfaat Penelitian ini adalah Pertama, manfaat teoritis diharapkan dapat 
menambah khazanah pengembangan ilmu hukum pidana khususnya dalam hal 
upaya penyelesaian tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang 
dilakukan oleh Anggota TNI. Sehingga dapat menjadi tambahan bahan informasi 
ataupun referensi bagi kalangan akademisi dan calon peneliti yang akan 
melakukan penelitian lanjutan terkait tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam 
Rumah Tangga (KDRT). Kedua , manfaat praktis yaitu bagi para aparat penegak 
hukum sebagai bahan masukan atau informasi untuk penanganan tindak pidana 
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam proses di Pengadilan Militer. 
Bagi Masyarakat sebagai bahan masukan atau informasi bagi proses pembinaan 
5 
kesadaran untuk mencegah terulang kembalinya peristiwa serupa, bagi akademisi 
dan praktisi hukum untuk memberi masukan serta gambaran mengenai tindak 
pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dikalangan militer. 
 
2. METODE  
Metode yang digunakan oleh penulis adalah Penelitian yang digunakan 
oleh penulis dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif, karena 
penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.
6
 
Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi di Pengadilan Militer II-
10 Semarang. Pengambilan lokasi ini dengan pertimbangan bahwa sumber data 
yang dimungkinkan dan memungkinkan untuk dilakukan penelitian. Dalam 
penelitian ini penulis akan menggunakan sumber data sekunder. Sumber-sumber 
data yang terkait secara langsung dengan permasalahan yang diteliti. Dalam 
penelitian ini data sekunder terdiri dari sejumlah data yang diperoleh dari buku-
buku literatur, perundang-undangan dan putusan hakim Pengadilan Militer II-10 
Semarang mengenai kasus KDRT. 
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara studi 
kepustakaan dan wawancara. Penelitian ini menggunakan metode analisis data 
secara kualitatif, yaitu melakukan analisis data terhadap peraturan perundang-
undangan, dokumen-dokumen, buku-buku kepustakaan, dan literatur lainnya yang 
berkaitan dengan penyelesaian tindak pidana KDRT yang dilakukan oleh anggota 
TNI. 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1. Peradilan yang Dikenakan kepada Anggota TNI yang Melakukan 
Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) 
Dipandang dari segi hukum anggota TNI mempunyai kedudukan yang 
sama sebagai warga negara, hal ini dapat dilihat dari berlakunya KUHP baik 
kepada orang umum maupun anggota TNI, sedangkan KUHPM hanya berlaku 
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khusus terhadap anggota militer dalam hal ini yang dimaksudkan adalah anggota 
TNI itu sendiri baik anggota TNI Darat, Laut, ataupun Udara di Indonesia dan 
tidak berlaku terhadap orang umum.  
  Hukum Disiplin Militer diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 
2014, Disiplin Militer adalah kesadaran, kepatuhan, dan ketaatan untuk 
melaksanakan peraturan perundang-undangan, peraturan kedinasan, dan tata 
kehidupan yang berlaku bagi Militer. Hukum Disiplin Militer  sangat diperlukan 
mengingat meluasnya kasus-kasus kekerasan yang melibatkan anggota TNI yang 
telah banyak menarik perhatian masyarakat pada saat ini. Kasus-kasus kekerasan 
tersebut merupakan sebuah pelanggaran Hukum Disiplin Militer yang telah 
menciderai institusi kemiliteran Indonesia. 
Hasil wawancara mengenai tindakan atasan dalam menyikapi anggota 
yang melakukan KDRT diungkapkan bahwa kasus KDRT tidak serta merta 
langsung diadili begitu saja, banyak yang harus kami pelajari sebelum 
memutuskan untuk mengadili anggota TNI yang diduga melakukan tindak pidana 
KDRT. Kalau dalam kasus KDRT awalnya anggota TNI diberikan teguran secara 
lisan maupun tertulis dari komandan tertinggi dimana anggota TNI tersebut 
bertugas. Apabila himbauan tersebut tidak diindahkan barulah Ankum atau Atasan 
yang berhak menghukum  sesuai dengan aturan Hukum Disiplin Militer yang 
berlaku. Ankum akan memberikan sanksi administratif kepada yang 




Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam hal penegakan Hukum Disiplin 
Militer bila ada salah satu anggota TNI yang melakukan tindak pidana dalam hal 
ini adalah tindak pidana KDRT maka Ankum atau Atasan yang berhak 
menghukum yang diberi wewenang menjatuhkan Hukuman Disiplin Militer 
kepada bawahan yang berada dibawah kewenangan atasannya. Dalam penjatuhan 
Hukuman Disiplin Militer yang dilakukan oleh Ankum tidak dapat menghapus, 
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mengurangi, dan atau menghilangkan sanksi pidana yang akan ataupun sudah 
dijatuhkan 
Jenis sanksi Hukuman Disiplin Militer  juga diatur dalam Pasal 9 Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Displin Militer: a. Teguran,  
b. Penahanan disiplin ringan paling lama 14 (empat belas) hari; atau c. Penahanan 
disiplin berat paling lama 21 (dua puluh satu) hari. Sanksi Hukum Disiplin Militer 
lebih mengacu kepada hal-hal administratif, dalam sanksi pidana lebih mengacu 
kepada perilaku pihak-pihak yang berdampak kepada publik secara umum. Sanksi 
administratif bersifat preventif atau pencegahan bagi setiap anggota TNI agar 
tidak melakukan pelanggaran hukum dalam hal ini tindak pidana KDRT 
khususnya. 
Selanjutnya, bagi anggota TNI baik anggota TNI Darat, Laut maupun 
Udara, bila melakukan tindak pidana KDRT dapat dikenakan hukuman disiplin 
militer yaitu hukuman yang dijatuhkan oleh atasan yang berhak menghukum 
(Ankum) kepada bawahan yang berada di bawah wewenang komandonya karena 
melakukan pelanggaran hukum disiplin militer dengan catatan tidak mengurangi 




Dengan demikian anggota TNI yang melakukan tindak pidana KDRT 
dapat dikenai hukuman disiplin militer tanpa mengurangi ataupun menghilangkan 
hukuman pidana yang telah dijatuhkan oleh Hakim pada putusan akhir sidang. 
Tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI di dalam markas tetap menjadi 
kewenangan Pengadilan Militer sesuai dengan wilayah hukum dimana kesatuan 
dari anggota TNI yang bersangkutan bertugas. Hal tersebut didasarkan pada 
pertimbangan bahwa, meskipun tindak pidana yang dilakukan di dalam 
markas,kesatrian atau pangkalan dikategorikan sebagai tindak pidana umum, 
misalnya zina (Pasal 284 KUHP), tetapi dianggap dapat mempengaruhi mental 
atau kekompakan pasukan yang pada akhirnya akan mempengaruhi kinerja 
pasukan. 
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3.2. Proses Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga 
(KDRT) yang Dilakukan oleh Anggota TNI 
Pelaku tindak pidana KDRT selama ini sangat susah dijerat dengan 
KUHP, namun sejak ada Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang 
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka pelaku KDRT dapat dijerat 
dengan UU KDRT. UU KDRT tidak hanya melindungi suami istri, namun bagi 
seluruh anggota keluarga, saudara yang tinggal satu rumah termasuk juga 
pembantu rumah tangga. 
Singkatnya bisa dikatakan tindak pidana militer adalah tindak pidana yang 
dilakukan oleh seorang militer karena sifatnya yang militer. Secara teori tindak 
pidana militer dibagi menjadi dua yaitu:
9
 (1) Tindak pidana militer murni (zuiver 
militaire delich) adalah suatu tindak pidana yang hanya dilakukan oleh seorang 
militer karena sifatnya yang khusus militer, sebagaimana yang telah dijelaskan 
diatas, (2) Tindak pidana campuran (gemende militaire delich) adalah suatu 
perbuatan yang terlarang yang sebenarnya sudah ada peraturannya hanya 
peraturan itu berada pada perundang-undangan yang lain.  
     Peradilan Militer memiliki yurisdiksi mengadili semua tindak pidana yang 
dilakukan oleh anggota TNI atau militer sebagaimana diatur dalam Pasal 9 
Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Tindak pidana 
tersebut baik tindak pidana umum sebagaimana terdapat dalam KUHP maupun 
Undang-undang di luar KUHP yang memiliki ancaman pidana, seperti Undang-
Undang Narkotika, Undang-Undang Lingkungan Hidup, Undang-Undang 
Keimigrasian, dan lain-lain, juga tindak pidana militer sebagaimana terdapat 
dalam KUHPM. 
Adapun penyelesaian tindak pidana KDRT yang dilakukan oleh anggota 
TNI seperti diungkapkan dalam wawancara bahwa jenis dari Hukuman Disiplin 
Militer menurut Pasal 9 UU No. 25 Tahun 2014 tentang Disiplin Militer terdiri 
atas Teguran, Penahanan disiplin ringan paling lama 14 (empat belas) hari dan 
atau Penahanan disiplin berat paling lama 21 (dua pulih satu) hari. Penjatuhan 
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Moch. Faisal Salam, 2006, Hukum Pidana Militer di Indonesia, Bandung: CV. Mandar Maju, hal. 
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Hukuman Disiplin Militer diikuti dengan sanksi administratif sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan menurut pasal 10 Undang-undang 
Nomor 25 Tahun 2014. Dengan adanya Hukuman Disiplin Militer tidak dapat 
menghilangkan/menghapuskan hukuman pidana yang telah dijatuhkan pada saat 
putusan Hakim di persidangan Pengadilan Militer.
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Pernyataan yang sama juga diungkapkan dari hasil wawancara lainnya 
bahwa siapapun boleh melaporkan bila mengetahui ataupun melihat adanya tindak 
pidana ataupun pelanggaran yang dilakukan oleh anggota TNI di lingkup dia 
bekerja, termasuk juga apabila ada anggota TNI yang melakukan tindak pidana 
KDRT terhadap istri, anak, ataupun anggota keluarga lainnya. Setelah adanya 
laporan, maka Ankum melakukan penyelidikan terhadap perkara yang dilaporkan 
tersebut. Setelah dugaan tersebut terbukti, maka Oditurat Militer penyerahkan 
perkara ke Pengadilan Militer untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan lebih 
mendalam terhadap perkara, setelah pemeriksaan dilakukan dan didukung bukti-




Kewenangan Peradilan Militer diatur dalam Pasal 9 ayat 1 Undang-undang 
Nomor 31 Tahun 1997  Tentang Peradilan Militer. Berdasarkan dasar hukum 
diatas, maka dalam penyelesaian kasus yang dilakukan oleh anggota TNI tindakan 
hukum atau proses hukum yang dapat ditempuh adalah melalui jalur peradilan 
militer.  
Adapun mekanisme penyelesaian perkara dilakukan melalui 4 (empat) 
tahap, yaitu:
12
 (1) Tahap penyidikan, dilakukan oleh Atasan yang berhak 
Menghukum (Ankum), Polisi Militer dan Oditur Militer namun demikian 
kewenangan penyidikan yang ada pada Atasan yang berhak menghukum (Ankum) 
tidak dilaksanakan sendiri tetapi dilaksanakan oleh Penyidik Polisi Militer 
selanjutnya dilimpahkan kepada Oditur Militer. (2) Tahap penyerahan perkara, 
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wewenang penyerahan perkara ada pada Perwira Penyerah Perkara. Dalam 
Hukum Acara Pidana Militer tahap penuntutan termasuk dalam tahap penyerahan 
perkara, dan pelaksanaan penuntutan dilakukan oleh Oditur Militer yang secara 
teknis yuridis bertanggung jawab kepada Oditur Jenderal, sedangkan secara 
operasional justisial bertanggung jawab kepada Perwira Penyerah Perkara 
(Papera). (3) Tahap pemeriksaan dalam persidangan, Hakim bebas menentukan 
siapa yang akan diperiksa terlebih dahulu, pada asasnya sidang pengadilan 
terbuka untuk umum, kecuali untuk pemeriksaan perkara kesusilaan, sidang 
dinyatakan tertutup. (4) Tahap pelaksanaan putusan, pengawasan terhadap 
pelaksanaan putusan Hakim dilaksanakan oleh Kepala Pengadilan pada tingkat 
pertama dan khusus pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat dilakukan 
dengan bantuan Komandan yang bersangkutan, sehingga Komandan dapat 
memberikan bimbingan supaya terpidana kembali menjadi prajurit yang baik dan 
tidak akan melakukan tindak pidana lagi. 
3.3. Upaya Perlindungan Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah 
Tangga (KDRT) yang Dilakukan oleh Anggota TNI 
Dalam perlindungan korban KDRT oleh anggota TNI kita mengacu pada 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan 
Saksi dan Korban dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Mengingat korban tindak pidana 
kekerasan dalam rumah tangga rata-rata adalah kaum perempuan, maka 
penanganannya pun dilakukan oleh Penyidik Polisi Militer yang berasal dari 
Korps Wanita, hal ini diharapkan agar para korban dapat memberikan keterangan 
tanpa rasa sungkan dan lebih terbuka. Pada lokasi penelitian di Oditurat Militer II-
10 Semarang melalui teknik wawancara dengan Kepala Oditurat Militer Kolonel 
CHK Haning Satyagraha, S.H., M.H., mengatakan bahwa upaya 
penanggulangannya sebagai berikut: (a) Upaya Preventif dalam Oditurat Militer 
II-10 bekerjasama dengan KODAM IV Diponegoro Semarang untuk melakukan 
penyuluhan hukum mengenai KDRT, (b) Upaya Represif yaitu tujuan tindakan 





Pertama, peradilan yang dikenakan kepada anggota TNI yang melakukan 
tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yaitu : Apabila anggota 
TNI baik TNI Darat, Udara, ataupun Laut yang melakukan suatu kesalahan, 
pelanggaran ataupun tindak pidana yang digolongkan sebagai pelanggaran 
disiplin, maka anggota TNI tersebut dapat dijatuhi sanksi pendisiplinan oleh 
atasannya dalam hal ini dapat dikenai Hukum Disiplin Militer yang dijatuhkan 
oleh atasan yang berhak menghukum (Ankum) kemudian bila dalam tindak 
pidana terbukti unsur pidananya selanjutnya diselesaikan melalui Peradilan 
Militer. Dalam penjatuhan Hukuman Disiplin Militer tidak dapat mengurangi atau 
menghapuskan sanksi pidana yang nanti dijatuhkan Hakim dalam akhir putusan 
sidang, penyelesaiannya melalui Pengadilan Militer sesuai wilayah hukum dimana 
mereka bertugas. 
Kedua, proses Penyelesaian Tindak Pidana KDRT yang dilakukan oleh 
Anggota TNI, yaitu: (1) Tahap Penyidikan, dilakukan oleh Atasan yang berhak 
Menghukum (Ankum), Polisi Militer dan Oditur Militer (2) Tahap penyerahan 
perkara/penuntutan, wewenang dilakukan oleh Perwira Penyerah Perkara (Papera) 
yang sangat berpengaruh dalam hal kasus yang masuk di Oditurat Militer dapat 
dilanjutkan penyelesaiannya ataukah ditutup demi hukum berdasarkan Surat 
Keputusan Penyerahan Perkara dari Papera. (3) Tahap pemeriksaan dalam 
persidangan, hakim bebas menentukan siapa yang akan diperiksa terlebih dahulu, 
pada asasnya sidang pengadilan terbuka untuk umum, kecuali untuk pemeriksaan 
perkara kesusilaan, sidang dinyatakan tertutup. (4) Tahap pelaksanaan putusan, 
Pengawasan terhadap pelaksanaan putusan   hakim dilaksanakan oleh Kepala 
Pengadilan pada tingkat pertama dan khusus pengawasan terhadap pelaksanaan 
pidana bersyarat dilakukan dengan bantuan Komandan yang bersangkutan. 
Ketiga, upaya Perlindungan Korban Tindak Pidana KDRT yang dilakukan 
oleh Anggota TNI diwilayah Oditurat Militer II-10 Semarang adalah sebagai 
berikut: Dalam perlindungan korban KDRT oleh anggota TNI kita mengacu pada 
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Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan 
Saksi dan Korban dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Mengingat korban tindak pidana 
kekerasan dalam rumah tangga rata-rata adalah kaum perempuan, maka 
penanganannya pun dilakukan oleh Penyidik Polisi Militer yang berasal dari 
Korps Wanita, hal ini diharapkan agar para korban dapat memberikan keterangan 
tanpa rasa sungkan dan lebih terbuka. Pada lokasi penelitian di Oditurat Militer II-
10 Semarang melalui teknik wawancara dengan Kepala Oditurat Militer Kolonel 
CHK Haning Satyagraha, S.H.,M.H., mengatakan bahwa upaya 
penanggulangannya sebagai berikut: (a) Upaya Preventif dalam Pengadilan 
Militer II-10 Semarang bekerjasama dengan KODAM IV Diponegoro Semarang 
untuk melakukan penyuluhan hukum mengenai KDRT. (b) Upaya Represif yaitu 
tujuan tindakan yang dijatuhkan kepada pelaku kekerasan adalah sebagai efek jera 
bagi para pelaku kekerasan.   
4.2. Saran 
Pertama, bagi para penegak hukum militer dapat menyelesaikan dengan 
baik dan seadil-adilnya bagi Anggota TNI yang melakukan KDRT tidak 
memandang pangkat ataupun jabatan bagi yang melakukan tetap harus ditindak 
secara hukum sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 
Kedua, bagi para penegak hukum militer dan Komandan disetiap kesatuan 
baik itu dari TNI Darat, Laut atau Udara harus lebih respek dan responsif dalam 
hal upaya penanggulangan terhadap anggota nya serta adanya kerjasama dengan 
Lembaga-Lembaga hukum lainnya dalam hal ini guna meminimalisasi timbulnya 
KDRT.  
     Ketiga, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 
Penghapusan Kekerasan Dalam KDRT diharapkan kepada aparat penegak hukum 
militer serta pihak berwenang lainnya untuk dapat mensosialisikan tentang 
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